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NAMA : FATHUL HUDA
NIM : 10200109017
JUDUL : Dampak Sosialisasi ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) Terhadap
Peningkatan Pembayaran ZIS Pada Lembaga Kemanusiaan
Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Makassar.
Skripsi ini membahas tentang dampak sosialisasi zis terhadap peningkatan
pembayaran zakat pada lembaga kemanusiaan nasional pos keadilan peduli umat
(PKPU) cabang Makassar ditinjau dari metode dan implementasi sosialisasi zis
terhadap peningkatan pembayaran zis .
Untuk  menjawab permasalahan tersebut diatas dalam penulisan skripsi ini
penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data
tersebut juga menggunakan metode riset kepustakaan dan penelitian lapangan. Riset
kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan membaca dan
menelusuri literatur yang memiliki relevansi dengan pembahasan penulis sedangkan
metode penelitian lapangan adalah mengadakan pengamatan langsung dilapangan
serta mengambil data-data dari sumber data penelitian.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa metode yang digunakan
untuk mensosialisasikan zis adalah Direct Selling , E-Selling , Network Selling dan
Mail Selling , namun implementasi dari sosialisasi tersebut tidak berpengaruh besar
terhadap peningkatan pembayaran zis.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zis,
maka dipandang perlu kiranya kerja sama antara Amil Zakat dengan lembaga lain




A. Latar Belakang Masalah
Pengelolaan zis di Indonesia hingga kini belum memberikan hasil yang
optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zis masih belum mampu
memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Padahal, pengelolaan zis telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu UU No
38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Banyak kendala dan hambatan yang
dialami oleh Organisasi Pengelola ZIS (OPZ) untuk menggalang dana zakat dari
masyarakat. selain faktor internal lembaga, beberapa penelitian juga menunjukkan
adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kecilnya kepercayaan masyarakat
terhadap OPZ. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:
1. Terbatasnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan ibadah zakat.
2. Konsepsi zakat yang masih dirasa terlalu sederhana dan tradisional. Hingga
akhirnya dalam pelaksanaannya pun masih sangat sederhana, yaitu cukup
dibagikan langsung sendiri kepada lingkungannya atau kepada kyai yang
disenangi.
23. Sifat manusia yang kikir. Sehingga jika kekayaan itu diperoleh atas jerih
payah dalam memeras otak, keringat dan kemampuannya sendiri, sehingga
makin beratlah orang tersebut untuk mengeluarkan zakatnya.
4. Pembenturan kepentingan;
5. Kepercayaan muzaki, dimana banyak muzaki yang masih khawatir zakat
yang diserahkannya hanya dipergunakan oleh amilnya.
Persoalan zakat adalah sesuatu yang tidak pernah habis dibicarakan, wacana
tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam. Di Indonesia Persoalan yang
muncul atas zakat sekarang : Pertama, Peran zakat sebagai salah satu rukun Islam
yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu(muzakki) hanya menjadi
kesadaran personal. Membayar zakat merupakan kebajikan individual dan sangat
sufistik sehingga lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Semestinya zakat adalah
menjadi sebuah gerakan kesadaran kolektif, taruhlah kita bisa canangkan gerakan
sadar zakat, seperti yang pernah dicanangkn oleh Presiden Megawati pada tanggal 2
Desember 2001 di Masjid Istiqlal pada acara peringatan Nuzulul Qur’an, sehingga
zakat menjadi tulang punggung perekonomian umat.
Seharusnya diera yang modern ini banyak fasilitas kemudahan yang diberikan
beberapa Lemabaga Amil Zakat yang bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam
memahami dan menunaikan zakat. Namun kenyataan berbeda banyak terjadi
3penolakan yang dilakukan masyarakat akan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga
amil zakat, Penolakan yang dilakukan masyarakat kenyataannya terjadi karena
kurangnya pemahaman masyarakat akan pendayagunaan dana zakat.
Karena, Zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang mengandung nilai
teologis, tetapi juga kewajiban finansial yang mengandung nilai sosial yang tinggi.
Persoalan ini, tidak lepas juga dari pamahaman umat (yang wajib zakat) terhadap
makna subsansi zakat. Zakat hanya sebagai suatu kewajiban agama (teologis) untuk
membersihkan harta milik dari kekotoran.
Pemahaman masyarakat seperti itu tentang zakat, akhirnya zakat di berikan
tanpa melihat sisi kemanfaatan ke depan bagi yang berhak menerimanya (Mustahiq).
Tanpa melihat, bahwa Zakat memainkan peran penting dan signifikan dalam
distribusi pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh nyata pada tingkah laku
konsumen. Dengan zakat distibusi lancar dan kekayaan tidak melingkar di
sekitar golongan elit (konglomerat). Namun akhir-akhir ini kesadaran di kalangan
umat Islam menengah atas lainnya makin membaik. Selain membayar pajak mereka
juga membayar zakat. Kedua, meningkatnya kesadaran umat Islam dalam membayar
zakat tidak disertai dengan pengumpulan dan penyaluran yang terencana secara
komprehensif. Bagaimana zakat yang punya peran sangat penting dalam
menentukan ekonomi umat bisa dapat terkelola dengan baik dan professional-
produktif. Pengelolaan yang tidak baik dan profesional menjadikan zakat tidak
4produktif dalam ikut andil mengembangkan ekonomi umat. Kita dulu punya BAZIS
(Badan Amil Zakat dan Shodaqah) yang semi-pemerintah, sekarang kita punya
Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibina oleh
pemerintah atas keinginan masyarakat. Hanya saja, sistem kelembagaan zakat tidak
sama dengan lembaga pajak yang sudah dinilai kuat, tampaknya BAZIS/ BAZ/ LAZ
masih terkesan lemah dan tidak mudah menetapkan target. Ditambah lagi dengan
persoalan amanah yang kurang dimiliki oleh penyelenggara zakat.
Sebenarnya, ada tiga kata kunci yang harus dipegang oleh organisasi pengelola
zakat agar menjadigood organization governance, yaitu Amanah, Professional dan
Transparan. Ketiga, sisi pendukung Legal-formal kita kurang proaktif dalam melihat
potensi zakat yang sekaligus sebagai aplikasi dari ketaatan kepada agama bagi umat
Islam. Seperti yang disampaikan Pimpinan DSUQ Bandung bahwa potensi zakat
secara finansial dalam setahun di Indonesia bisa terkumpul mencapai 2 trilliun
rupiah. Jumlah itu baru yang bisa di hitung dari jumlah orang kaya (muzakki) yang
terdeteksi. Tapi kenyataannya, pengumpulan zakat, masih dibawah standar rasio
rata-rata jumlah umat Islam yang kena kewajiban zakat (muzakki). Semestinya
sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara proaktif dalam
menyikapi kebutuhan umat, dimana ajaran Islam yang asasi seperti zakat menjadi
tulang punggung perekonomian umat dengan melahirkan Undang-undang zakat dari
sejak kemerdekaan.
5B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Sosialisasi ZIS pada LKN PKPU  ?
2. Bagaimana implikasi sosialisasi ZIS pada LKN PKPU terhadap peningkatan
pembayaran ZIS?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup
Skripsi ini berjudul “Dampak Sosialisasi Terhadap Peningkatan Pembayar ZIS
Di Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang
Makassar”. Berkaitan dengan judul tersebut, penulis melihat pentingnya akan
pemahaman kata dan istilah, untuk memudahkan dan menghindari kesalahan
interpretasi, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang di
anggap penting sebagai berikut.
1. Kata “dampak” artinya adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik
negatif maupun positif).1 Dampak yang dimaksud penulis adalah akibat-akibat
yang ditimbulkan dari sosialisai zakat pada mustahik zakat.
2. Sosialisasi artinya upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal,
dipahami, dihayati oleh masyarakat; yang di maksud penulis disini adalah upaya
yang dilakukan oleh lembaga amil zakat didalam memberikan pemahaman
tentang zakat kepada masyarakat.
1 Dwi Adi K, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar Mulya, 2001), h. 113
63. Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah  (ZIS) artinya jumlah uang yang
dikeluarkan orang-orang yang telah wajib maupun sebaliknya dalam
mengeluarkan zis sesuai ketentuan syariah agama Islam.
4. Lembaga kemanusiaan nasional  adalah organisasi kemanusian yang dibentuk
oleh Masyarakat yang bergerak dibidang kemanusiaan secara nasional.
5. PKPU ( Pos Keadilan Peduli Umat) adalah suatu lembaga swadaya masyarakat
yang bergerak di bidang sosial. Yang dibahas oleh penulis adalah  bagian
lembaga zakatnya yang ada yang di PKPU.
Jadi yang dimaksud penulis adalah dampak atau pengaruh yang dilakukan
oleh LKN PKPU kepada masyarakat yaitu dalam mensosialisasikan zis yang
kemudian terjadi apakah dengan semua upaya yang dilakukan dapat meningkatkan
pembayaran zis atau malah sebaliknya.
D. Kajian Pustaka
Skripsi ini mengkaji tentang Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap
distribusi dan pengelolaan zis dan membahas tentang dampak yang terjadi  setelah
sosialisasi di laksanakan oleh LKN PKPU dalam memberikan pemahan kepada
masyarakat. Pada dasarnya masalah yang akan dikaji bagaimana peningkatan
pembayaran zis setelah dilakukannya sosialisasi . Dengan pertimbangan inilah
sehingga terinspirasi untuk mengkajinya.
Adapun beberapa tulisan relevansi yang berkaitan dengan masalah eksistensi
Pengelolaan Zakat adalah:
71. Abdurahman Qadir, zakat dalam dimensi Mahdah dan sosial,membahas
tentang konsep zakat, baik secara teoritik maupun secara operasional,
yang berorientasi paa konsep harta dan kepemilikan konsep kewajiban
zakat dan asas pelaksanaan serta upaya peningkatan pemberdayaan zakat.
2. Fahruddin, dalam bukunya fiqh dan manajemen zakat di Indonesia
membahas tentang fiqh zakat dan bagaimana seharusnya pengelolaan
zakat di Indonesia, mulai dari pengelolaan zakat sampai bagaimana
pengawasannya.
3. Hamzah Hasan khaeriyah, Ekonomi Zakat Di Indonesia, dimana buku ini
membahas tentang kinerja pengelola zakat kontemporer didalam
peningkatan kehidupan sosial ekonomi religious mustahik.
4. Nurbaya, Dalam tulisan Karya tulis ilmiahnya, Fungsionalisasi Badan
Amil Zakat Membangun Kesadaran Muzakki Membayar Zakat profesi Di
Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai , beliau membahas bagaimana peran Badan
Amil yang seharusnya dilakukan dalam memberikan kesadaran kepada
masyarakat akan pentingnya zakat profesi melalui sosialisasi,
penyuluhan-penyuluhan dan sebagainya agar dapat meningkat pembayar
zakat profesi.
5. Nurhuda, Dalam tulisan Karya tulis ilmiahnya, Kesadaran Umat Islam
Dalam Menunaikan Zakat Harta Di Kota Makassar, yang menjelaskan
tentang kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya zakat  harta
8dan masih banyak yang menyamakannya dengan sedekah, yang
disebabkan kurang implementasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat serta Perda No.5 Tahun 2006.
6. Rahmawati Muin, dalam bukunya Manajemen Zakat mengulas tentang
bagaimana pengelolaan zakat yang baik, yang pada dasarnya zakat
merupakan sumber dana pontensial yang dapat dimanfaatkan untuk
memajukan  kesejahteraan masyarakat. pengelolaan yang baik dapat
terwujud dengan terciptanya kerjasama antara pemerintah dan
masyarakat. dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan
perlindungan, pembinaan dan pelayanan yang baik kepada muzakkiy,
mustahiq dan pengola zakat (Amil).
7. Yusuf al qardhawi, Fiqhuz Zakat, buku ini menjelaskan tentang
kandungan hukum zakat dan bagian mustahiq atau orange-orang yang
berhak menerima zakat, sekaligus menjelaskan tentang Amil Zakat dan
sarana adminitrasi serta keuangan zakat.
Dari beberapa referensi tersebut diatas semuanya mmembahas tentang zis
dan penulis memandang bahwa teori-teori dari buku-buku tersebut merupakan
penunjang serta memiliki pengaruh besar dalam penelitian ini.
9E. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Adapun tujuan penulis mengangkat masalah Sosialisasi lembaga amil zakat
didalam meningkatkan pembayar zis adalah :
a) Untuk mengetahui model sosialisasi  zis yang digunakan pad LKN
PKPU.
b) Untuk mengetahui implementasi apakah yang ditimbulkan oleh
sosialisasi pengelolaan zis.
2. Kegunaan
Adapun kegunaan sehingga penulis mengangkat judul skripsi tersebut adalah :
a) Memberi gambaran yang jelas kepada kita tentang Dampak sosialisasi
pengelolaan zis.
b) Dengan hasil penelitian ini, dapat menambah wawasan pengetahuan dan
pengalaman penulis pada khususnya dan diharapkan kepada masyarakat pada
umunya dapat membaca, mempelajari, dan mengamalkan dalam hidup
bermasyarakat.
F. Garis-garis besar isi Skripsi
Untuk lebih memepertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih
mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan isi
skripsi ini sebagai berikut :
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Skripsi ini terdiri dari lima Bab, Bab I adalah pendahuluan diawali dengan
gambaran tentang latar belakang sehingga muncul permasalahan yang berkaitan
dengan judul pembahasan, dan pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul. Bab
ini pula menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian,  serta garis-garis besar isi
skripsi.
Pada Bab II terdapat tinjauan pustaka dimana menjadi dasar dalam
menyelesaikan hasil penelitian.
Pada Bab III berisi Metode penelitian yang mana terdiri dari; jenis penelitian,
data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
Bab IV yaitu analisis dan pembahasan yang berisi deskripsi umum dan hasil
penelitian.
Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah





A. Definisi Zakat ,Infaq dan Sadaqah
Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata zaka
yang berarti suci, baik, berkah,tumbuh dan berkembang.1 menurut kitab llisan al-
Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci, tumbuh,
berkah dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Alquran dan Hadis.
Kata “zakat” juga berarti yang mensucikan dan yang menumpuk. Semua
sumber asli kekayaan matahari, bulan, bintang, bumi, awan pembawa hujan. Angin
yang menggerakkan awan, dan serbuk adalah gejala alam yang merupakan karunia
Allah kepada seluruh umat Manusia. Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan
keahlian dan kerja manusia pada sumber daya yang telah disediakan Tuhan sebagai
sumber kehidupan dan kesenangannya. Dan manusia berhak atasnya, sejauh yang
diakui oleh agama islam. Oleh karena itu dari kekayaan yang dihasilkan, ada tiga
pihak yang berhak atasnya, yaitu: pekerja terdidik maupun yang tidak terdidik,
pemilik modal, dan masyarakat yang mewakili umat manusia. Bagian masyarakat
dalam kekayaan yang dihasilkan, disebut zakat. Sesudah kekayaan ini disisihkan
untuk kesejahteraan masyarakat, sisanya yang telah disucikan boleh dibagikan
kepada sisa kelompok yang punya hak atasnya.
1Al-Mujam al-Wasit (Juz 1;Turki, istambul, t.th), h. 398
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Adapun menurut istilah atau syara’ adalah nama bagi pengambilan harta, sifat-
sifat untuk diberikan pada golongan tertentu2. Adapun definisi zakat yang telah
dirumuskan oleh para fuqaha adalah:
a. Mahmud Syaltut dalam bukunya al-fatwa, menyatakan zakat adalah nama
sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada
saudaranya yang fakir miskin dan juga untuk kepentingan umum yang
meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.3
b. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al Islami Adillatuh,
mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab:
1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari
harta yang telah mencapai nisbahnya untuk yang berhak menerimanya,
jika milik sempurna dan mencapai haul selaiin barang tambang, tanaman
dan rikaz.
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan dari bagian harta
untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syari’ untuk
mengharapkan keridhaan-Nya.
3. Syafi’iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang
dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
2T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, pedoman zakat, (semarang : pustaka riski putra, 1997), h. 24
3Mahmud syaltut, Al-fatawa, (kairo: Darul Qalam, 1996), h. 14
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4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta
tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.4
Infak adalah sumbangan harta dan sebagainya. Infak berasal dari kata anfaqa
yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut
terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau
pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika
zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan setiap orang
yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat
lapang maupun sempit.5 Jikazakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf),
maka infak boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya,untuk kedua orang tua, anak
yatim, dan sebagainya.6 Infak adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan
seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah
memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah
yang sebaiknya diserahkan.
Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia
memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberikebebasan kepada
pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.
4Wahbah al-Zuhaili, al-fiqh al-islamiyah Addillatuh, (Jilid III, t.th), h. 1788-1789
5 Al-Jumanatul Ali, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h.68
6 Ibid. h.34
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Sedangkan Sedekah berasal dari kata bahasa Arab shadaqoh yang berarti suatu
pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan
sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian
yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT
dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih)









''Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-
bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat
ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang
berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan
memberi kepadanya pahala yang besar.'' (QS An Nisaa [4]: 114).
B. Dasar Hukum Zakat
menurut agama Islam, zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap
muslim melalui harta benda dengan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai ibadah,
zakat merupakan setara  dengan shalat fardhu sebagaimana yang dijelaskan di dalam
Al-Qur’an, Hadis dan Ijma.
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Dilihat dari sisi pensyariahannya, zakat bukanlah syariat baru yang hanya
terdapat pada syariat nabi Muhammad saw, tetapi zakat merupakan bagian dari
syariat yang di bawa oleh para rasul terdahulu sebagai rangkaian dari ibadah fardhu
lainnya. Hal tersebut dialami pada masa nabi Ibrahim, Ismail, Isa. Namun pada masa
rasulullah Muhammad SAW zakat yang telah disempurnakan baik dari segi
pemasukan, pengumpulan dan penyaluran serta beberapa bagian yang harus
dikeluarkan.7
Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya fikhi zakat, menyatakan bahwa pada
hakikatnya zakat adalah bagian dari peraturan Islam tentang kehartabendaan dan
kemasyarakatan. Zakat juga merupakan ibadah yang saling beriringan dengan
shalat.8 Hal tersebut dapat dibuktikan pada beberapa dalil Al-Qur’an yang
memerintahkan mendirikan shalat dan menunaikan zakat yang dirinci dalam Al-






Terjemahnya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-
orang yang ruku'.(QS. Al-Baqarah/2:43).
7Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Jilid I, Beirut; Dar al-fikr, 1977), h.276
8Yusuf al-Qardhawi, Fiqhus Zakat, (Jilid II, Beirut: Darul Irsyad, t,th), h.7
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Perintah shalat dengan menggunakan kata  ﻮﳰﻗٔا (aqîmû) memberikan
pemahaman tentang perintah melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi rukun
dan syaratnya serta dilakukan secara berkesinambungan. Sedangkan perintah zakat
dengan menggunakan kata ﻮﺗاءا (ãtû) adalah perintah untuk menunaikannya dengan
sempurna kadar dan cara pembagiannya dengan tidak menguranginya dan
menyampaikannya dengan baik kepada yang berhak menerimanya, serta tanpa
menunda-nunda.
Dua perintah ini, merupakan kewajiban pokok yang menandakan hubungan
harmonis baik dengan Allah maupun dengan sesame manusia. Dua perintah ini juga
saling bersandingan, karena shalat adalah sarana memperbaiki diri pribadi, dan zakat
adalah sarana untuk memperbaiki kehidupan sosial, di mana zakat menjadi pengerat
hubungan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, sehingga terciptalah
kesatuan umat yang dilambangkan hadis sebagai satu kesatuan tubuh atau badan
yang apabila salah satu bagiannya merasa sakit, maka bagian lain pun turut
merasakannya.
Ibadah zakat, meskipun ia sebagai kewajiban agama berdasarkan nas-nas
normatif tetapi ia dapat dipahami secara logika dan filosofis. Landasan logika
tentang mengapa zakat itu diwajibkan, apa ibadah zakat sangat logis sesuai dengan
pertimbangan akal yang sehat dan hati nurani yang beriman serta dilihat pula dari
sisi hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syariat zakat.
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Berikut ini dikemukakan beberapa argument logika oleh beberapa pakar di
antaranya pendapat yang menyatakan , Allah mewajibkan setiap orang yang masih
mampu bekerja dan berusaha agar giat mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan
hidupnya. Tetapi tidak semua orang mempunyai kesanggupan dan kemampuan
bekerja atau berusaha, dan tidak semua orang memperoleh harta secara mudah
seperti harta warisan atau mempunyai kaum kerabat yang kaya yang mau
menanggung biaya hidupnya, dan berbagai problema sosial dan kesulitan hidup yang
menimpa nasib sebagian manusia, sehingga mereka tenggelam dalam kemelaratan
dan kemiskinan.
Sementara sebagian manusia yang hidup dalam serba kecukupan tidak
memikirkan nasib mereka yang miskin, padahal Allah telah menetapkan hak mereka
yang miskin itu di dalam harta orang-orang kaya secara tegas dan pasti, yaitu
melalui syariat zakat, infak, dan kewajiban bidang harta lainnya.
Al-Thayyar memaparkan argumen logika zakat, bahwa akal sehat tidak bisa
menerima dua dikotomi, yaitu adanya orang mati terlalu kenyang karena banyaknya
yang dimakan, dan adanya orang mati kelaparan karena tidak ada yang bisa
dimakan. Selanjutnya dia mengemukakan, bahwa akal sehat tidak dapat menerima
adanya orang yang memberikan kelebihan makanannya untuk anjing, sementara ada
orang-orang yang mengais rejeki kian kemari tetapi tidak mendapatkannya.
Al-Kasani mengemukakan argument logika zakat dari beberapa sisi, antara lain:
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a. Membayar zakat itu tergolong ke dalam membantu orang lemah untuk
memulihkan kemampuan mereka, sehingga mampu menunaikan kewajibannya
kepada Allah SWT, dan keutuhan kaidah serta akhlaknya dan segala akibat
kemiskinan yang dialaminya.
b. Membayar zakat itu hakikatnya untuk kepentingan orang kaya itu sendiri, yaitu
menyucikan jiwa dan hartanya dari berbagai noda dan dosa, memperhalus budi
pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan sifat pelit dan egoistis,  bersikap
toleran, menjaga amanah dan menyampaikan hak kepada mereka yang berhak.9
c. Bahwa mensyukuri nikmat adalah wajib, baik ditinjau secara logika maupun dari
segi syariat dan etika, sedangkan membayar zakat merupakan salah satu wujud
mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki-Nya kepada
orang-orang yang dikehendaki-Nya secara selektif, sehingga ada yang kaya dan
ada yang miskin. Apakah orang-orang yang yang beruntung memperoleh rezeki
yang banyak itu tidak bersyukur dalam bentuk mengeluarkan sebagian kecil
(rata-rata 2,5%) dari isab hartanya.
d. Jika diperhatikan secara seksama, bahwa salah satu penyebab terjadinya
kebinasaan umat-umat terdahulu karena kebakhilan orang-orang kaya yang tidak
mau memperhatikan nasib orang-orang miskin yang hidup serba kekurangan.
Sementara mereka bergelimangan dalam kemewahan dan berfoya-foya. Orang
kaya seperti ini termasuk dzalim dan kufur nikmat. (Q.S.56/al-waqi’ah: 41-46).
9Thaha Abdullah al-afifi, Haq al-Sail wa al Mahrum (Dar al-ttisam, Cairo:1980) , h. 35
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Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pandangannya bahwa dengan
memberikan zakat dari orang kaya si miskin merasa dibantu dan berterima kasih dan
dapat saling menolong . Orang yang miskin diberi zakat akan membuat orang kaya
dengan memberikan zakat, kalau tidak memberikan zakatnya orang miskin akan jadi
musuh bagi orang kaya dan tidak mustahil akan merampok harta orang kaya.10
Dilihat dari aspek sosiologis, manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon),
memiliki rasa kemanusiaan, belas kasihan dan tolong-menolong. Akal manusia yang
sehat pasti cenderung kepada sifat-sifat seperti diatas, dan menolak sikap dan
perilaku individualistis, egoistis dan homo homini lupus. Justru itulah ibadah zakat
dibagi dalam dua bentuk, yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa).
Zakat yang merupakan pemberian materi yang tidak mudah dipahami, oleh
karena itu zakat tidak mudah diamalkan, kecuali apabila terlebih dahulu dipahami
dan diyakini segi-segi keuntungan dan dampaknya.
Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan,
keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang
kaya. tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa
memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela di muka
bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong-menolong
pun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang.
10 Muhammad Abu Zahrah, Mazahib al-Islam.
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Justru itu zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi yang sudah disyariatkan pula
atas umat-umat sebelum Islam.
Untuk memahami hakikat dan esensi zakat secara rasional dan logis tidaklah
mudah, karena dalam syariat zakat ini terkandung suatu sakral dan external bahkan
nilai ekonomi yang agak sulit dipahami oleh orang awam apalagi untuk diamalkan.
Konsep zakat lebih mudah dipahami dan diamalkan bila terlebih dulu dipahami
hikmah dan rahasianya yang palig mendasar, di antaranya dengan melihat aspek
filosofis berupa hikmahnya mengapa zakat diwajibkan.
Secara filosofis fakta dan realitas dikotakkan manusia menjadi dua golongan
oleh Tuhan, yaitu kaya dan miskin, harus dipahami sebagai kerangka rencana Tuhan
dalam menciptakan keseimbangan harmonis dan mewujudkan keadilan yang hakikki
serta mendidik manusia supaya menghayati dan menerapkan sikap dan prilaku yang
berkeadilan (ummatan wasatan).
Allah menetapkan sunnah-Nya dalam suatu kelebihan dan serba kekurangan.
Sekiranya Allah samakan saja posisi dan tingkatan-tingkatan rezeki seperti sama-
sama kaya atau sama-sama miskin, hukum tidak ada, dan jika tidak ada hukum maka
kehancuran akan terjadi, karena masing-masing orang akan berbuat atau berprilaku
semaunya sendiri menurut yang terbaik baginya. Akibatnya akan terjadi berbagai
benturan yang bermuara kepada pemusnahan (hukum rimba).
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Berzakat adalah sebagai refleksi dan realisasi dari rasa keadilan yang
bersumber dari akal sehat yang menurut konsep teologi golongan rasional seperti
mu’tazilah, bahwa akal sendiri sudah mampu menetapkan perbuatan yan baik dan
buruk. Justru itu orang yang sadar dengan kewajiban membayar zakat digolongkan
pada orang baik, pemurah dan berkeadilan. Sedangkan orang yang tidak mau
membayarkan zakat digolongkan pada sikap asusial, bakhil, dan tidak manusiawi
serta tidak berkeadilan. Dalam hal ini rasa keadilan dan berbuat adil adalah suatu
kebaikan.
Meskipun sudah jelas latar belakang pensyariatan zakat sebagaimana ulasan di
atas, namun kemudian zakat pada kebanyakan kasus saat ini menjadi bagian dari
bentuk kesalehan seseorang yang tercermin dalam ibadah sosial. Dorongan berzakat
lebih banyak dipengaruhi oleh individu muslim itu sendiri, tanpa adanya perangkat
yang benar-benar kompeten untuk menggali dan mengumpulkan zakat. Padahal
kalau kita memahami secara serius, gerakan zakat sebenarnya adalah gerakan
kemanusiaan, khususnya dalam bidang ekonomi dalam upaya mencari keadilan dan
selama umat manusia ingin mencapai keadilan 11. Masyarakat sebagai pihak yang
harus diperhatikan kesejahteraannya mendapat perlakuan khusus dari Allah
sebagaimana terlihat dalam QS. at-Taubah/9: 60 yang menyebut fakir-miskin
11Safwan idris, gerakan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, pendekatan transformati,
Cet. 1 (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), h. 34
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sebagai barisan terdepan yang harus mendapat prioritas utama di antara delapan
golongan (ashnaf).
Kelompok yang berhak menerima zakat ialah, antara lain :
a. Orang-orang Fakir
Adapun orang yang meminta-minta disebut juga dengan fakir dan
termasuk dalam pengertian ini adalah geladangan. Nama fakir itu mencakup
sa’il dan mahrum (pengemis). Sedangkan mahrum adalah orang fakir yang
tidak mau meminta, karena menjaga kehormatan dirinya, dan ia disebut
dengan miskin. Mengenai kata sail dan mahrum, hal tersebut terdapat dalam




Terjemahnya : dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapat bagian.
b. Miskin
Adapun pengertian miskin adalah orang yang mempunyai kekayaan
melebihi dari apa yang dipunyai oleh orang fakir, atau orang yang
mempunyai pekerjaan dan penghasilannya bisa menutupi setengah lebih
sedikit dari kebutuhannya.12




Amilin adalah kata jamak dari kata amil. Imam Syafi’I mengatakan,
bahwa amilin adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari
pemilik-pemilikya, yaitu para sai’ (orang-orang yang datang ke daerah-
daerah untuk memungut zakat).13
Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang berhak mengangkat para amil
tersebut adalah imam atau para atau kepala negara.14
Termasuk dalam kategori amilin adalah orang yang bekerja dalam
perlengkapan adminitrasi urusan zakat baik urusan pengumpulan,
pemeliharaan, ketatausahaan, pendayagunaan dan segala sesuatu yang terkait
dengannya.15
d. Muallaf Qulubuhum
Muallafah Qulubuhum adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar
cendrung atau tetap beriman  kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak
berbuat jahat, dan bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong
kaum muslimin.
e. Ar-Riqab
13 Muhammad bin Idris asy-Syafi’I, l-Umm, Mesir;,tt.tp, h.61
14 Sayyid Sabiq, Fiqhuz Zakah, Jilid 1, Kuwait: Darul Bahran, 1388 H, h.112
15 Yusuf al-Qardhawi, Fiqhuz Zakah, Op.Cit, h.579
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Ar-Riqab menurut bahasa golongan syafi’I dan hanafiah adalah budak
mukatab yaitu budak yang diberi kesempatan oleh orang tuanya untuk
berusaha membebaskan dirinya dari tuannnya, dengan membayar ganti rugi
secara angsuran.
Adapun menurut jumhur ulama, yang dimaksud budak disini adalah para
budak muslim yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk
dimerdekakan, meskipun mereka telah berusaha keras dan berkerja mati-
matian. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk member zakat kepada
mereka, agar dapat memerdekakan dirinya.
f. Al-Gharimin
Al-Gharimin adalah kata jamak dari al-Gharim, yaitu orang yang
berhutang yang tidak dapat melunasi hutangnya.16
Dilihat dari segi motivasinya, gharim menurut Imam Malik, Syafi’I dan
Ahmad menetapkan ada dua macam, yaitu:
1. Berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat.
2. Berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum).
g.Sabilillah
Sabililllah dalam kitab al-Bada’I diterangkan bahwa fisabilillah adalah
semua pendekatan diri kepada Allah, jadi masuk dalam pengertian ini adalah
16 Abdul Khalid an-Nawawi, an-Nizam al-Malifil Islam, Mesir : Al-Matba’ah al Fanniyah al-hadis,
1971, h.109
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tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-
jalan kebaikan.17
h. Ibnu Sabil
Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah orang yang sedang melakukan
perjalanan. Yaitu oarng-orang bepergian (musafir) untuk melakukan suatu
hal yang baik atau ketaatan kepada Allah SWT. Dia (Ibnu Sabil)
diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya, jika tidak dibantu.
Sesuatu yang temasuk perbuatan tersebut adalah melaksanakan ibadah haji
atau orang berperang di jalan Allah yang kehabisan bekal.
C. Manajemen pengelolaan ZIS
Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa
pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan
zakat.18
Adapun pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang
muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim (muzakki) sesuai dengan
ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).
17 Ibnu Abidin. Muhammad Amin, Raddul-Mukhtar alaad-Duril-Mukhtar, Mesir, Al-Amirah,
1307 H, h. 343
18 Departemen Agama, UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, h.4
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Dari pengertian zakat di atas, maka ada dua istilah yang sangat berhubungan
dengan zakat. Pertama, muzakki yakni orang atau badan yang berkewajiban
menunaikan zakat. Kedua adalah mustahiq yaitu orang atau badan yang berhak
menerima dana zakat. Keduanya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan sama
sekali.
Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtimaiyyah, yang harus dikelola
secara professional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi
masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apabila zakat
memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan
sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
Dengan adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1999 dan
Keputusan Menteri Agama No 15 Tahun 1999, maka hendaklah organisasi Badan
Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada selama ini perlu
disesuaikan dengan menempatkan tenaga pengelola yang memiliki sifat Siddiq
(jujur), Tabligh (transparan,terbuka), Amanah (dapat dipercaya), dan Fathonah
(professional) .
Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ)  dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari
muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.  Badan Amil Zakat (BAZ)  dan
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Lembaga Amil Zakat (LAZ) bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat
harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.
Namun demikian apabila diinginkan, maka muzakki dapat melakukan
perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
Akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya,
maka muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat (BAZ)  atau
Lembaga Amil Zakat (LAZ).
a. Manajerial muzakki
Pertama, perluya ada kerjasama antara Baznas dan lembaga pemerintah
lainnya perlu ditingkatkan, dalam hal ini Baznas menggandeng Departemen
Keuangan.
Kedua, memperkuat database muzakki dan mustahiq dengan lebih baik. Ini
adalah kelemahan umun dari lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada,
baik BAZ maupun LAZ. Sering kali lembaga pengelola zakat tidak
memahami urgensi memiliki data base yang baik, serta kurang memahami
data-data apa saja yang harus dikumpulkan dan dimilikinya.
Ketiga, yaitu adanya perlunya koordinasi zakat satu atap. ada banyak
keuntungan yang di dapat jika zakat dikelola satu atap. Pertama, dari sisi
sinergi dan koordinasi antara BAZ dan LAZ, pengelolaan zakat satu atap
akan memberikan banyak kemudahan dan percepatan, sehingga potensi dan
28
kelebihan setiap lembaga  zakat yang ada dapat dioptimalkan. Kedua, dari
aspek sosoalisasi, akan lebih memperluas jangkauan dan cakupan wilayah
sosialisasi zakat, baik secara teritorial maupun berdasarkan segmen
masyarakat. Baznas harus difungsikan sebagai payung yang menaungi BAZ
dan LAZ yang ada. Karena itu, hal tersebut harus dinyatakan secara eksplisit
dalam undang-undang zakat.
Keempat, adalah melakukan ekspansi zakat secara besar-besaran dengan
menggarap sektor korporasi secara lebih intensif. Fatwa MUI yang
mewajibkan zakat perusahaan pada sidang Komisi Fatwa MUI di Padang
akhir januari 2009 lalu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memang
selama ini, telah terjalin kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun
perusahaan-perusahaan swasta. Padahal potensi zakat perusahaan itu sanngat
besar setiap tahunnya.
Kelima, adalah mendorong kerja sama internasional  antara Negara Islam
dalam mengembangkan dunia perzakatan.
b. Perencanaan Pengelolaan Zakat
1. Perencanaan strategis kelembagaan
Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan
selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.
Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi
di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang
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diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana
dibuat.19 Oleh karena itu, maka dalam melakukan perencanaan, ada
beberapa yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut :
a) Hasil yang ingin dicapai
b) Yang akan melakukan
c) Waktu dan skala prioritas
d) Dana (capital).20
Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu
mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang
penting, karena fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi
pengawasan.21
2. Perencanaan Tujuan kelembagaan
Merupakan suatu keniscayaan jika semua lembaga mempunyai
perencanaan tujuan kelembagaan. Secara praktis defenisi tujuan
merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Dalam Islam, tujuan apapun yang
ingin dicapai harus tetap melandaskan prinsip syariat, lebih-lebih dengan
lembaga atau badan zakat. Sebagai bagian dari ajaran Islam, zakat harus
dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerminkan nilai-nilai ajaran
19T.Hani Handoko, Manajemen, Edisi Kedua, (Cet XIV, EPFE Yogyakarta :1999), h.78
20Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek,(Cet.I;Jakarta:
Gema Insani Press,2003), h.78
21Sukarna, Dasar-dasar manajemen ,(Cet.I;Bandung: CV.Mandar Maju,1992), h.10
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Islam. Sejak menggagas konsep perencanaan, rekrutmen,
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruhnya
mengacu pada prinsip-prinsip syariat.
Dalam pengelolaan zakat, ada empat tujuan yang hendak dicapai, yaitu:
1) Memudahkan muzakki menunaikan kewajiban berzakat
2) Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada mustahiq yang berhak
menerimanya.
3) Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu
sendiri.
4) Terwujudnya kesejahteraan sosial.22
D. Teori Marketing
Harsono Suwardi menyatakan bahwa dasar dari pemasaran adalah komunikasi
dan pemasaran bisa akan begitu powerful jika dipadukan dengan komunikasi yang
efektif dan efisien. Bagaimana menarik konsumen atau khalayak menjadi aware,
kenal dan mau membeli suatu produk atau jasa melalui saluran komunikasi adalah
bukan sesuatu yang mudah. (Prisgunanto, 2006:7)
Definisik komunikasi menurut Hovland, Janis dan Kelley seperti yang
dikemukakan oleh Forsdale (1981) yang dikutip oleh Muhammad (2009:2)
berbunyi,”Communication is the process by which an individual transmits stimuly
(usually verbal) to modify the behaviour of the other individuals”. (Komunikasi
22Eri Sudewo, Manajemen Zakat, (Ciputat : IMZ,2004), h.99
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adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk
mengubah tingkah laku orang lain). Definisi tersebut mengimplikasikan bahwa
komunikasi adalah suatu proses sosial yang terjadi antara sedikitnya dua orang,
dimana individu mengirim stimulus kepada orang lain. Stimulus dapat disebut
sebagai pesan yang biasanya dalam bentuk verbal, dimana proses penyampaian
dilakukan melalui saluran komunikasi, dan terjadi perubahan atau respons terhadap
pesan yang disampaikan.
Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007:6), “Pemasaran adalah
suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang
mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”. Dari definisi tersebut
terlihat bahwa pemasaran mencakup keseluruhan sistem kegiatan bisnis mulai dari
perencanaan, penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan pelayanan yang bermutu.
Hubungan antara pemasaran dengan komunikasi merupakan hubungan yang
erat. Komunikasi merupakan proses dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan
antar individu, atau antara perusahaan dan individu. Komunikasi dalam kegiatan
pemasaran bersifat kompleks, tidak sesederhana seperti berbincang-bincang dengan
teman atau keluarga. Bentuk komunikasi yang lebih rumit akan mendorong
penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan, melalui strategi komunikasi
yang tepat dengan proses perencanaan yang matang.
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Pemasaran terdiri dari strategi bauran pemasaran (marketing mix) dimana
organisasi atau perusahaan mengembangkan untuk mentransfer nilai melalui
pertukaran untuk pelanggannya. Kotler dan Armstrong (2008:62) berpendapat bahwa,
”Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran taktis
terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang
diinginkannya di pasar sasaran”. Marketing mix terdiri dari empat komponen
biasanya disebut ”empat P (4P)”, yaitu Product (Produk), Price (Harga), Place
(Tempat), dan Promotion (Promosi).
Product (Produk) berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan
kepada pasar sasaran. Price (Harga) adalah jumlah uang yang harus dibayakan
pelanggan untuk memperoleh produk. Place (Tempat) meliputi kegiatan perusahaan
yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Promotion (Promosi) berarti
aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan
membelinya.
Ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yaitu :
1. Konsumen Individu
a. Kebutuhan konsumen,
b. Persepsi atas karakteristik merek,
c. Sikap kearah pilihan. Sebagai tambahan, pilihan merek dipengaruhi oleh
demografi konsumen, gaya hidup, dan karakteristik personalia.
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2. Pengaruh Lingkungan
Lingkungan pembelian konsumen ditunjukkan oleh
a. Budaya (Norma kemasyarakatan, pengaruh kedaerahan atau kesukuan),
b. Kelas sosial (keluasan grup sosial ekonomi atas harta milik konsumen),
c. Grup tata muka (teman, anggota keluarga, dan grup referensi)
d. Faktor menentukan yang situasional ( situasi dimana produk dibeli seperti
keluarga yang menggunakan mobil dan kalangan usaha).
3.  Marketing strategi
Merupakan variabel dimana pemasar mengendalikan usahanya dalam




d. Distribusi yang mendorong konsumen dalam proses pengambilan keputusan.
Pemasar harus mengumpulkan informasi dari konsumen untuk evaluasi
kesempatan utama pemasaran dalam pengembangan pemasaran.
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E. Marketing Organisasi Nirlaba
Seni membangun dukungan komprehensif bagi sebuah organisasi nirlaba,
adalah aktivitas penyadaran berbasis kesadaran akan multi-benefit dari adanya suatu
dukungan terhadapnya. Dengan ini, keberlanjutan organisasi bisa terus terpelihara.
Pengabaian paradigma marketing dalam pengelolaan organisasi nirlaba, sering
menjadi kendala sukses. Para fungsionarisnya kurang tajam (atau malah tidak)
berhitung perspektif strategik, analisis potensi, dan “pasar yang dibidik”. Item
pemikiran mengenai stakeholder, brand image, core competence, kurang (atau
malah tidak) menjadi perhatian penting dalam mengelola organisasi.
Padahal, organisasi nirlaba memiliki sumberdaya yang harus diolah dan
dikembangkan, baik berupa dana program maupun sumberdaya manusia. Saatnya,
fungsionaris organisasi nirlaba berparadigma marketing. Ia harus meningkatkan
kapasitas semua sumberdaya manusia di dalamnya, agar piawai menjalankan
organisasinya, solid dalam mengkoordinasi operasi, serta menguasai teknologi
pengembangan produk.
Agar sumberdaya organisasi nirlaba “bernilai jual”, mereka benar-benar
dipoles sehingga sanggup memberi value kepada stakeholder-nya. Wajah organisasi
nirlaba, terlihat dari program yang “dijual” dan “seni menjual” yang diekspresikan
oleh para pengelolanya. Organisasi nirlaba pun, perlu menjalankan prinsip
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marketing. Berikut ini, sembilan prinsipnya – tertinspirasi dari pandangan
Hermawan Kartajaya.
Prinsip (1) Segmentation : view your market creatively. Segmentasi adalah
view your market creatively, artinya organisasi nirlaba harus melihat “pasar”nya
secara kreatif, jangan hanya menjadi follower. Siapa sesungguhnya pasar organisasi
nirlaba? Pasar organisasi nirlaba secara garis besar adalah konstituennya, salah
satunya adalah pihak-pihak donor.
Organisasi nirlaba harus melihat pasarnya secara kreatif, karena tiap donor,
berbeda karakter. Karakter individual donor beragam, begitu juga karakter donor
perusahaan. Cermati lebih detail pasar besar donor Anda, jangan melihatnya sebagai
hutan, tetapi masukilah hutan, maka Anda akan melihat di dalamnya ada berbagai
jenis pohon.
Lakukan segmentasi, yaitu pengelompokan berdasarkan kesamaan karakter.
Fahamilah karakteristik kelompok dan ambillah sikap dan perilaku yang khas
terhadap tiap segmen donor yang mirip tadi sehingga bisa meraih manfaat maksimal.
Prinsip (2) Targetting: allocate your resources effectively. Alokasikan
sumberdaya yang ada pada “target pasar” donor yang sesuai dengan karakteristik
lembaga. Jangan mati-matian menyasar donor yang kurang pas dengan karakteristik
organisasi. Luangkan waktu dan penyasaran sumberdaya seefektif mungkin, karena
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sumberdaya kita terbatas (waktu, tenaga, atau pikiran). Sesuaikan, organisasi Anda
paling pas menyasar pasar donor yang mana. Pusatkanlah perhatian Anda ke sana,
agar tidak perlu ada sumberdaya yang tersia-sia. Jangan ibarat Rambo yang
mengobral banyak peluru, tetapi jadilah sniper yang fokus dan hanya menyasar
peluru pada sasaran yang jelas, memilih sasaran target pasar utama. Pilih sasaran
dengan possibility yang besar untuk menerima proposal Anda.
Prinsip (3) Positioning: lead your customer credibly. Bahwa organisasi nirlaba
harus sanggup meyakinkan stake holder. Ini terkait pada positioning apa yang dipilih
sebuah organisasi nirlaba. Ia harus mampu menunjukkan positioning-nya. Pimpinlah
konstituen/stake holder sampai mereka percaya pada organisasi Anda. Untuk
unggul, organisasi nirlaba tidak perlu sama dengan lainnya. Justru ia harus mampu
menunjukkan keunikannya, pada hal yang sudah menjadi pilihan positioning-nya
sampai hal ini merasuki benak stakeholder. Siapapun stakeholder/konstituen
organisasi nirlaba itu, tunjukkan bahwa organisasi Anda punya positioning berbeda
dibanding yang lain.
Untuk meraih kredibilitas, sebuah organisasi nirlaba perlu: (1) sadar
kemampuan dan potensi diri; (2) membuat stakeholder percaya oprganisasi Anda
unik dan buktikan keunikan itu sampai mereka percaya; (3) tunjanglah itu dengan
bukti track record selama ini
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Prinsip (4) Differentiation: integrate your content and context. Content, adalah
apa yang menjadi isi (aktivitas) organisasi; sedangkan context adalah bungkusnya.
Content adalah about what to offer, program apa yang ditawarkan sebuah organisasi
nirlaba; sedangkan context, how to offer, bagaimana cara menyampaikan isi kepada
khalayak. Tak ada organisasi nirlaba yang bermaksud jelek. Semua mengusung nilai-
nilai luhur untuk kebaikan, tapi hanya karena salah menyampaikan, buruknya cara
mengkomunikasikan gagasan, memberi kesan sangar, arogan, emosional, maka
maksud baik tadi akan gagal memperoleh dukungan konkret. Malah, cenderung
dihindari orang. Orang menjadi enggan berhubungan dengan organisasi yang cara
berkomunikasinya buruk.
Tips mengintegrasikan content dan context:
1. tentukan kekuatan lembaga Anda, diferensiasi pada content ataukah
context. Kalau belum mampu melakukan differensiasi content, minimal
lakukan differensiasi context, misalnya pada gaya penyampaiannya, meski
lebih baik jika diferensiasi itu bisa dilakukan pada keduanya (baik content
maupun context).
2. Cocokkan diferensiasi yang Anda pilih dengan positioning organisasi yang
telah Anda tetapkan. Positining, sejatinya adalah strategi. Segmentation,
targeting dan positioning (prinsip pertama-kedua, ketiga), adalah strategi
marketing (sosial), sedangkan diferensiasi adalah unsur taktik.
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3. Yakinkan bahwa content dan context telah terintegrasi dengan baik. Kalau
sebuah organisasi memutuskan menjadi organisasi community
development, jangan sampai pencitraannya lebih menonjolkan kesan
karitatifnya.
Prinsip (5) Marketing Mixed: integrate your offer and access. Marketing mix
meliputi 4P, product, price, place and promotion. Produk pada organisasi nirlaba,
adalah program dan layanannya pada stakeholder/konstituen. Produk ini harus
konkret. Jika sebuah organisasi nirlaba menyatakan, ia menempatkan diri pada posisi
tertentu, ini belum konkret. Tetapi kalau ia mampu mengkomunikasikan
kemampuannya (programnya), dan berapa dana yang diperlukan untuk mewujudkan
itu, dan apa indikator keberhasilannya (apa yang mau diraih), itu baru konkret.
Gabungan antara product dan price disebut “offer” (apa yang ditawarkan organisasi
nrilaba kepada konstituen/stakeholder). Ia harus menawarkan diri dalam arti apa
service yang dimilkikinya dan untuk itu ia harus menatapkan berapa dana
dibutuhkan (price).
Organisasi nirlaba, juga harus diakses melalui place and promotion. Bagaimana
publik bisa mengakses, melalui jalur apa untuk mengakses organisasi Anda? Apa
jasa yang ditawarkan organisasi Anda? Apakah ditawarkan langsung/direct channel
semisal permintaan sumbangan langsung: (direct mail) ataukah menggunakan
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channel, misalnya melalui media massa, social marketer, iklan layanan sosial di
televisi, atau website.
Dalam merancang marketing mix, organisasi nirlaba harus kembali pada
differensiasi; ia mau different di bidang apa. Lakukanlah sesuatu secara
berkesinambungan, agar sanggup membuat khalayak mengingat differensiasi
organisasi nirlaba Anda. Jangan lupa, lakukan marketing mix organisasi nirlaba anda
sedemikian rupa sehingga mudah diterima khalayak.
Prinsip (6) Selling: build long-term relationship with your customer.
Lakukanlah hubungan jangka panjang dengan customer atau konstituen organisasi
anda. Prinsip ini, how to sell. Orang kerap menyamakan selling dengan marketing.
Padahal, selling adalah bagaimana mengintegrasikan antara organisasi anda,
pelanggan (konstituen) dan hubungan yang terbangun tersebut. Kalau mau menjual
organisasi nirlaba, bangun dulu relationship antara Anda dan customer (konstituen),
integrasikanlah lebih dulu baru melakukan penawaran. Jangan lakukan hard selling!
Gaya “tembak langsung“ biasanya gagal. Menjual barang di supermarket, memang
bisa dengan hard selling, mencantumkan harga dan membiarkan orang datang
mengambil barang. Berbeda dengan menjual organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba
memerlukan soft selling, Mantapkanlah interaksi anda dengan market Anda,
sehingga dari interaksi itu muncul kesempatan melakukan penjualan. Kalau
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segmentation, targeting dan positioning termasuk strategi marketing, selling,
termasuk taktik (selain differentiation dan marketing mix).
Hal yang perlu diwaspadai: (1) Diferensiasinya yang oke bukan jaminan sukses
organisasi nirlaba. Biasanya karena gagal dalam selling, program organisasi Anda
sepi dukungan. (2) Kalaupun bisa meyakinkan orang sehingga mendonasikan
dananya untuk program Anda, tetapi jika organisasi Anda gagal merawat
relationship, program Anda menjadi short-term, tak bakal ada sokongan lanjutan.
Relationship harus berlangsung terus-menerus, sampai tercipta customer bonding,
ikatan dengan pelanggan. Maka akhirnya ikatan ini bukan lagi sekadar merupakan
financial bonding berparadigma untung-rugi, melainkan emotional bonding, bahkan
pada saatnya mencapai spiritual bonding. Artinya, seluruh rangkaian hubungan itu,
membuat organisasi Anda masuk dalam batin stakeholder. Ini secara nyata
menguatkan organisasi.
Selling sendiri ada beberapa jenis.
1. Feature selling. Di sini, sebuah organisasi menawarkan layanan-layanan
lebih dibanding organisasi lainnya. Pada contoh kasus Dompet Dhuafa,
misalnya, bagi donatur, organisasi memberi kemudahan berdonasi
(melalui counter/gerai di pusat-2 keramaian, perbelanjaan; SMS Charity,
Phone-banking/ATM, penjemputan donasi). Bagi lembaga mitra,
organisasi membuka kesempatan magang atau serangkaian pelatihan.
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2. Benefit selling, yaitu apa yang akan didapatkan stakeholder ketika
mempercayakan amanahnya pada organisasi kita. Bagi donatur, mereka
mendapat kartu diskon, kiriman bahan-bahan informasi, ID Number,
laporan “rekening koran” per-triwulan, atau kesempatan melakukan
wisata sosial, dan sebagainya. Bagi lembaga mitra atau jejaring, bisa
melakukan co-branding dan penguatan citra. Bagi beneficiaries, mereka
tentu mendapatkan layanan sosial lewat berbagai program, misalnya
untuk isu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, relief
ataupun layanan karitatif.
3. Solution selling, yang menawarkan diri untuk mengatasi problem yang
dialami oleh “customer”. Misalnya, donatur lembaga zakat memperoleh
layanan konsultasi zakat, konsultasi keagamaan dan penghitungan
zakat. Bagi lembaga mitra/jejaring, ada kesempatan memperoleh
technical assistance untuk manajemen organisasi, fundraising, dll.
Prinsip (7) Brand: Avoid the Commodity-Like Trap. Branding, adalah langkah
menghindarkan organisasi nirlaba yang Anda kelola dari pencitraan seperti
kebanyakan organisasi nirlaba. Untuk itu, mulailah mengatur langkah untuk dikenal,
khususnya di tengah sasaran utama Anda. Setelah dikenal, upayakan orang
mengasosiasikan organisasi Anda sebagaimana yang Anda maksudkan. Jangan
sampai stakeholder/konstituen keliru mempersepsikan organisasi Anda. Segenap
aktivitas membangun brand, lakukan sekomunikatif mungkin, hindari cara-cara yang
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menyulitkan orang memahami organisasi Anda. Jika organisasi Anda belum
seberapa dikenal, salah satu taktiknya, Anda bisa melakukan co-branding,
bergandengan dengan organisasi yang lebih kuat dalam sejumlah event secara
intensif.
Tips membangun merk (branding): Pertama, jangan pandang remeh nama
organisasi Anda. Jadikan nama organisasi nirlaba Anda diketahui orang banyak,
sekaligus bangun asosiasi apa yang diharapkan akan lekat dengan nama organisasi
nirlaba tempat anda berkiprah. Kedua, setiap orang dalam organisasi nirlaba, wajib
membangun brand organisasi. Walau awalnya dari lingkungan kecil, secara bertahap
perluas itu, misalnya dnegan rajin memuat organisasi Anda di media massa.
Publikasi, adalah salah satu usaha branding. Ketiga, jaga nama baik organisasi,
sekalipun dalam usaha menjaga nama baik, kadang memerlukan biaya. Rugi materi
sejenak, tidak apa-apa, asal jangan kehilangan nama baik. Tercemarnya nama baik
organisasi, bisa lebih besar kerugiannya daripada yang Anda duga.
Prinsip (8). Service: make service as your way of life. Jadikan servis sebagai
way of life setiap aktivitas organisasi nirlaba. Servis, bukan layanan biasa, ia ada
tiga tingkat: intelektual, emosional, dan spiritual. Servis intelektual, bagaimana
Anda belajar memberi servis yang baik, bisa mengacu pada service quality
(ServQual). Bagi sebuah organisasi, aktivisnya hadir sebagai pribadi yang bisa
diandalkan (reliable); buatlah orang yang Anda layani merasa diprioritaskan;
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yakinkan stakeholder, mereka dilayani sebaik-baiknya. Buatlah sedemikian rupa,
sehingga apapun yang dilakukan organisasi Anda, itu dilakukan karena organisasi
faham benar pekerjaannya. Jangan lupa, setiap personal organisasi menjalankan
prinsip terakhir servis: selalu tampil rapi sebagai sesuatu yang kasat mata/tangible.
Tingkatan servis yang emosional: layanan dilakukan dengan penghayatan.
Setiap personalnya sanggup bekerja dengan suka hati, they like to do it. Tanpa itu
layanan akan hambar. Selamatkan personal organisasi nirlaba dari perasaan minder
karena harus melayani. Perasaan rendah saat melayani, sulit menghasilkan layanan
yang baik. Pesankan dalam diri setiap personal organisasi nirlaba, dalam pelayanan,
selalu feel good. Setiap orang dilatih good mood, selalu. Jika layanan dilakukan
dalam mood jelek, yang dihadapi juga sedang jelek, hasilnya: kerap salah faham,
salah mengerti, memicu hal yang tak diinginkan.
Tingkatan servis tertinggi, servis yang bersifat spiritual. Setiap servis yang
dijalankan personal organisasi diyakini sebagai ibadah. Setiap personal yang bekerja
di dalam organisasi nirlaba, melihat apa yang dikerjakannya sudah menjadi
permintaan Tuhan. Kalau risih dipandang setinggi itu, minimal, tugas personil
organisasi nirlaba di dunia ini untuk melayani orang lain dalam wujud yang berbeda-
beda. Dalam level spiritual, manajer marketing organisasi nirlaba melakukan
pekerjaannya bukan sekadar karena tugas intelektual atau karena ia menyukai
pekerjaannya, tetapi juga karena ia merasa harus melakukan itu, I have to do
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something. Karena kehadirannya di dunia ini, untuk berbuat sesuatu. Jika dalam diri
personal organisasi nirlaba ada spirit yang bersih, bahwa itu adalah kekuatan yang
diridhoi Tuhan, output berupa layanan biasanya merupakan layanan terbaik yang
bisa dilakukan organisasi Anda.
Tips Melayani Stakeholder sebagai Way Of Life: Pertama, kuasai teknik
servis. Itu baru pada intelektual level; Kedua, personal organisasi nirlaba wajib
berkesanggupan mengontrol mood maupun mengidentifikasi mood orang lain. Ini
berguna dalam memberi empati secara benar terhadap stakeholder yang dilayaninya.
Ketiga, kemantapan layanan, bisa diberikan dengan kesadaran bahwa servis
organisasi nirlaba adalah tugasnya di dunia. Sebagai manusia, aktivis organisasi
nirlaba meyakini apa yang dilakukannya adalah tugas, amanah Tuhan. Layanan yang
tulus, insyaAllah mendongkrak value dan brand organisasi nirlaba yang Anda kelola.
Prinsip (9). Process: improve your quality, cost, and delivery. Proses, tak lebih
dari QCD – quality, cost, delivery. Selalulah berpikir memberi layanan berkualitas,
hemat biaya, dan tepat waktu. Proses yang wajib dijalani: Pertama, delivery order
regular, apa yang dikerjakan sebuah organisasi nirlaba, lakukan dengan benar,
dengan kualitas layanan terbaik, efisien dan on time sehingga orang akan percaya
pada organisasi Anda. Kedua, memproses customer complaint atau customer
handling sebaik-baiknya. Kritik, saran, permintaan informasi, layani dengan baik,
tempatkan personil yang benar-benar sesuai untuk tugas ini. Ketiga, selalu
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memproses hal baru, ragam layanan baru, inovatif, kreatif. Saat berinovasi, tetap
dalam koridor kesadaran akan kualitas, efisiensi dan delivery. Jangan selalu menjadi





Pada bagian ini, penulis berusaha memberikan gambaran tentang
bagaimana penelitian ini dilakukan. Untuk maksud tersebut, maka dalam bagian ini
akan dijelaskan mengenai lokasi dan waktu penelitian, instrument penelitian, teknik
pengumpulan data dan teknik analisis data.
A. Jenis Penelitian
1. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk mengetahui gambaran Dampak
sosialisasi terhadap peningkatan pembayaran zis di LKN PKPU Cabang
Makassar  yang terdiri dari mekanisme Amil zakat dan Pembayaran zis
(muzzaki)  dengan pendekatan kualitatif.
2. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan
gambaran yang akurat dari sejumlah karakteristik masalah yang diteliti.
Penelitian deskriptif berguna untuk mendapatkan makna baru, yang
mengambarkan  kategori suatu  masalah,  dan menjelaskan frekuensi suatu
kejadian dari sebuah fenomena.1
1Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 108.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Kantor PKPU Cabang Makassar Yang bertujuan
untuk mengetahui Bagaimana Dampak Sosoialisasi zis terhadap peningkatan
pembayaran zis yang dilakukan oleh PKPU Cabang Makassar . Waktu penelitian 20
Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013.
C. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang dugunakan oleh peneliti
untuk mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,
dalam artian lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah dikelolah.2
Instrument penelitian merupak suatu unsur yang amat penting dalam suatu
penelitian, Karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang banyak
mnentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrument
penelitian yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi dari penelitian
itu sendiri. Sehingga nantinya memudahkan dalam merangkum masalah.
Pemilihan instrument penelitian sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu
objek penelitian, sumber data, waktu, dana yang tersedia, jumlah tenaga peneliti,
dan teknik yang akan dipergunakan untuk mengelolah data bila telah terkumpul.3
Dengan melihat permasalahan dan aspek yang hendak diukur dan diteliti dalam
penelitian ini, maka penulis menggunakan istrumen sebagai berikut:
2Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.136
3Ibid., h. 137ﻞﻟ
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1. Wawancara (intervieuw) : yaitu penulis mengadakan wawancara secara
langsung kepada karyawan atau pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini
pada PKPU cabang Makassar.
2. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data secara langsung mencatat sumber-
sumber informasi tertulis maupun tidak tertulis baik berupa dokumen-dokumen
tertulis berupa buku-buku ataupun dari hasil wawancara dengan
Direktur/Karyawan yang memberikan informasi terkait dengan peneletian ini.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Data pimer dijaring melalui penelitian lapangan dan dokumentasi yang sangat
erat kaitannya dengan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui
kepustakaan:
1. Penelitian Pustaka (library research), yaitu pengumpulan data dengan mengkaji
literatur, karya – karya yang memuat informasi ilmiah yang berkaitan dengan
pembahasan skripsi ini dan mengutip  pendapat para ahli dengan cara :
- Kutipan langsung, yaitu mengutip pendapat secara langsung dari berbagai
pendapat literatur seperti buku d an lain-lain.
- Kutipan tidak langsung,  yaitu penulis mengutip ide atau maksud buku atau
karangan kemudian menuangkan dalam skripsi dengan redaksi penulis
sendiri.
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Adapun kutipan tidak langsung ini dibagi pada dua bagian, yaitu :
a. Ulasan ,yaitu menggapai kata atau pendapat yang diambil dari buku-buku
yang memiliki kaitan dengan judul skripsi penulis.
b. Ikhtisar, yaitu menanggapi pendapat atau kata dalam buku dengan cara
menyimpulkan dan meringkas suatu pendapat yang diperoleh.
2. Penelitian lapangan (field reseach) yaitu  penulis mengadakan penelitian di
lapangan untuk mendapatkan data-data kongkrit yang ada kaitannya dengan
skripsi ini. Dalam pengumpulan data di lapangan lewat metode ini, penulis
menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung
kepada karyawan atau pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini
pada PKPU cabang Makassar
b. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat
sumber-sumber informasi tertulis maupun tidak tertulis baik berupa
dokumen-dokumen tertulis berupa buku-buku.
E. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh selanjutnya di análisis dengan metode sebagai berikut:
1. Metode Induktif
Metode induktif adalah menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal yang
bersifat khusus, selanjautnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
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2. Metode deduktif
Metode deduktif adalah menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal yang
bersafat umum, selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersfat khusus.
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BAB  IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum tentang LKN PKPU
1. Sejarah Lahirnya Perusahaan
PKPU lahir dari rahim dari sebuah partai politik yang berhaluan Islam yaitu
Partai Keadilan (PK). Awalnya PKPU merupakan sebuah lembaga struktual resmi di
bawah Pk Yang bergerak dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga
ini tepatnya adalah  Departemen Kesejahteraan Sosial (DEPKESOS) Partai
Keadilan. Pembentukan departemen ini dilakukan untuk merespon sejumlah konflik
sosial yang terjadi di beberapa wilayah sepertiAmbon, Maluku Utara, Poso dan
sebagainya. Adanya konflik dan kerusuhan ini mengakibatkan banyak masyarakat
yang menjadi korban dan membutuhkan bantuan . dalam website PKPU juga
disebutkan bahwa lembaga ini berdiri atas dorongan semangat kaum muda yang
memiliki aktifitas di tanah air. Menurut situs ini sejak adanya krisis melanda bangsa
tahun 1997, sejumlah anak-anak muda aktif melakukan aksi sosial di sebagian besar
wilayah Indonesia.
Dibawah bendera Depkesos PK, kegiatan sosial kemasyarakatan ini pada
awalnya mengguakan nama Pos Terpadu Pelayanan Masyarakaut (Poster
Masyarakat). Setelah keluar dari struktur PK dan menjadi yayasan tersendiri yang
tidak berkaitan dengan PK, nama Poster Masyarakat berubah menjadi Pos Keadilan
Peduli Umat (PKPU). Pada saat masih masih bernama Depkessos, lembaga ini
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mampu menggalang dana kurang lebih 3,5 miliar rupiah dalam jangka waktu satu
tahun. Dana yang terkumpul tersebut teryata tidak hanya berasaldari simpatisan PK
tapi juga dari masyarakat luas. Ini menunjukkan respon yang luar biasa. Dengan
dasar inilah maka par pengurus PK kemudian memiliki pemikiran untuk meluaskan
aktivitas kegiatan sosial ini tidak terbatas pada kegiatan partai, tapi dibuka untuk
masyarakat luas dan menjadi sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
mandiri diluar partai. Mereka tidak ingin kegiatan sosial kemasyarakatan yang
sangat berarti untuk masyarakat ini menjadi sebuah ajang kampanye partai .
Menurut Dedi Sularso, secara kelembagaan tidak ada hubungan antara PKPU
dan Partai Keadilan setelah lembaga ini memisahkan diri dari struktur parrtai.
Meskipun diakui bahwa keterlibatan para pengurus PKPU dalam pengurus Partai
Keadilan diberbagai tingkatan tidakbisa dielakkan. Diantara pengurus PKPU ada
yang menjadi pengurus aktif di tubuh Partai Keadilan.
Secara resmi PKPPU lahir pada tanggal 10 Desember 1999 dan terdaftar dalam
akta notaries sebagai yayasan. Pendirian PKPU menjadi yayasan yang bergerak
membantu masyarakat paling tidak dilatarbelakangi tiga alasan. Pertama,
antusiasme masyarakat luas untuk memberikan dana dan sumbangan seperti
dibuktikan dalam dana kemanusiaan yang berhasil dikumpulkan Depkessos. Kedua,
para pengurus Depkesos melihat bahwa bantuan yang diberkan pemerintah dalam
membantumengatasi kesulitan yang dialami masyarakat yang korban akibat konflik
dan wilayah yang terkena bencana, tidak optimal. Ketiga, para pengurus Depkessos
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juga mersa bahwa banyak yayasan erbasis islam lebih mengedepankan ucapan dari
pada aksi nyata untuk membantu sesamanya yang terkena musibah bencana atau
menjadi korban konflik sosial.
Melihat  potensi dana zakat, infak dan sedekah yang demikian besar, para
pengurus PKPU kemudian berupaya untuk mendapatkan pengukuhan Menteri
Agama untuk menjadi salah satu lembaga amil zakat yang diakui pemerintah.
Prakarsa ini membuahkan hasil karena ini kemudian memperoleh pengukuhan
menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada 8 Oktober 2001 dengan keluarnya SK
MenteriAgama RI No.441 tahun 2001.
Sedangkan PKPU Cabang Makassar didirikan pada tahun 2002, yang mana
pada saat itu terjadi konflik agama di Ambon, karena jauhnya pusat kantor PKPU
yang berada di Jakarta yang menyebabkan kendala dalam pendistribusian bantuan,
maka didirikanlah di Makassar sebagai pusat pengumpulan bantuan untuk korban
konflik di Ambon.
Tekad pengurus PKPU untuk menjadi LAZ tercermin dalam profil sejarah
lembaga ini. Dalam profil itudisebutkan bahwa sebagai Negara dengan jumlah
penduduk Muslim terbesar potensi dana umat yang berasal dari zakat, infaq dan
sedekah sangat besar dan perlu dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat
miskin.
2. Visi dan Misi
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Pada saat PKPU berdiri tahun 1999, visi yang di usung adalah “menjadi salah
satu intitusi yang peduli terhadap kepentingan umat dengan pengelolaan yang
amanah dan professional di Indonesia”. Visi  ini diajukan karena pada saat PKPU
berdiri belum banyak lembaga-lembaga filantropi yang berkembang. Dengan
semakin berkembangnya aktivitas PKPU, sejak tahun 2002, visi yang pertama
mengalami sedikit perubahan. Kata-kata dibagian awal “menjadi salah satu institusi
yang peduli” diganti dengan “menjadi institusi terdepan di Indonesia dalam menebar
peduli untuk kepentingan umat manusia dengan pengelolaan yang amanah dan
professional.
Dengan visi diatas, PKPU bertekad untuk menjadi lembaga filantropi Islam
terdepan dalam membela kepentingan umat dengan mengedepankan pengelolaan
yang amanah dan professional. Amanah dalam visi tersebut berarti PKPU dapat
diandalkan menjadi lembaga penyalur dana masyarakat berdasarkan amanat yang
diberikan oleh donatur . Jika  donatur ingin menyumbang dananya ke suatu tempat,
maka PKPU akan menyampaikan dana tersebut adanya klasifikasi dana terikat untuk
keperluan tertentu seperti dana bencana kemanusiaan, untuk yatim dan janda, untuk
zakat, wakaf dan sebagainya. Juga ada dana yang tidak terikat peruntukkannya
sehingga bisa digunakan secara fleksibel oleh pengurus PKPU.
Visi pengelolaan yang professional , adalah adanya transparasi dalam seluruh
aktivitas kelembagaan di PKPU. Aspek profesionalisme yang ingin dibangun oleh
lembaga PKPU mencakup transparasi dalam keuangan, program kerja, dan realisasi
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program tersebut. Sebagian upaya dalam membangun kinerja yang professional,
PKPU telah telah mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001/2000 sehingga ada
standar yang baku dalam pengelolaan kelembagaan. Dalam rangka mendukung
profesionalisme tersebut PKPU meluncurkan website yang selalu diperbaharui (up
date) sehingga masyarakat bisa memantau dan mengawasi secara langung kegiatan
penghimpun dan pendayagunaan dana ZIS dan wakaf umat di PKPU.
Dalam profil yang disebarluaskan, misi yang dibangun PKPU adalah misi
kemanusiaan meliputi kegiatan tiga kegiatan. Pertama, membantu meringankan
penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi,
edukasi dan pemberdayaan. Kedua, menjadi mediator dan fasilitator antara
dermawan  (aghniya) dan fakir miskin (dhuafa), melalui zakat , infak , sedekah,
wakaf, dan dana kemanusiaan lainnya. Ketiga, menjalin kemitraan dengan
pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, baik
dalam maupun luar negeri.
Untuk menjalankan misinya, PKPU mewujudkan dalam kultur dan etos kerja
lembaga. Karena itu, menurut para pengurus PKPU, menunaikan dan menyampaikan
kewajiban serta hak sesuai dengan amanah, professional, adil dan transparan
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan donatur sehingga bantuan yang
diberikan pada dhuafa pun turut meningkat.
Selain visi dan misi diatas, komitmen yang dijunjung tinggi oleh para pengurus
PKPU adalah mendedikasikan seluruh aktivitas PKPU untuk menggugah nurani
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masyarakat dan bangsa Indonesia serta menebar kepedulian kepada sesama yang
membutuhkan. Oleh karena itu, slogan yang disebarkan oleh PKPU adalah
“Menggugah Nurani Menebar Peduli”. PKPU bermaksud menggugah siapa saja,
dimana saja dan kapan saja untuk peduli pada nasib sesama, karena hal ini
merupakan bagian dari amal ibadah yang nyata dan yang terbaik. Slogan ini
dimaksudkan untuk menggugah masyarakat agar membantu berdasarkan nurani.
Apalagi saat ini banyak orang memandang bangsa Indonesia seperti kehilangan
nurani yang tercermin dari kurang pedulinya masyarakat terhadap kesulitan orang
lain.
3. Struktur Organisasi
Pada saat masih menjadi bagian dari Partai Keadilan dengan nama Departemen
Kesejahteraan Sosial (DEPKESOS), lembaga ini mengikuti struktur yang berlaku di
partai yaitu di dalamnya terdapat unsur ketua departemen, sekretaris, bendahara dan
divisi-divisi. Setelah menjadi yayasan dengan nama PKPU, dilakukan penyesuaian
struktur. Organisasi PKPU saat ini dikendalika oleh struktur yang didalamnya
terdapat unsur direktur, sekretaris, divisi keuangan, dan staff program. Dalam
perkembangannya, PKPU juga telah menambah divisi yaitu divisi marketing dan
divisi pengembangan program.
Dalam perkembangan berikutnya, divisi-divisi ini kemudian disesuaikan
dengan standar dalam ISO 9001/2000 yang telah dimulai tahun 2002. Pada Januari
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2004 divisi-divisi yang ada dalam tubuh PKPU dikembangkan menjadi direktorat
sehingga wewenangnya menjadi lebih besar. Keputusan-keputusan sederhana di
tingkat direktorat dapat diambil langsung oleh direktur masing-masing sehigga
kinerja organisasi menjadi lebih cepat. Dengan adanya direktorat, maka struktur
PKPU menjadi direktur utama, sekretaris lembga, direktur-direktur dan divisi-divisi
serta staf-staf khusus. Sekretaris lembaga membawahi tiga divisi yaitu divisi
adminitrasi, humas dan pengembangan organisasi. Dalam struktur organisasi , ada
tiga direktorat yang dimiliki PKPU yaitu: Direktorat Penghimpunan yang
membawahi Divisi Regional 1 dan 2, Devisi Costomer Service, Devisi Database, dan
Divisi Promosi; Direktorat Pendayagunaan membawahi Divisi Layanan Mustahik,
Divisi Pemberdayaan Masyarakat, Divisi Pengembangan Wakaf, dan Divisi
Pembinaan Insani serta Klinik Peduli Abi Al-Atiq; Direktorat Keuangan yang
membawahi Divisi Perbendaharaan dan Divisi Perencaan Akuntansi.
Struktur kepengurusan PKPU telah disesuaikan dengan aturan dalam Undang-
Undang No.16 tahun 2000 tentang yayasan. Menurut Undang-undang ini struktur
yayasan terdiri dari pengawas, pemmbina, dan dewan pengurus. Masing-masig tidak
boleh merangkap jabatan sebagai badan pelaksana. Misalnya menjadi anggota
Dewan Pengurus merangkap sebagai staf bagian operasioanl atau manajemen.
Organisasi PKPU saat ini mulai membenahi diri dengan mempioritaskan tiga
hal. Pertama, pengembangan dan antisipasi organisasi ke depan. Kedua, membenahi
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sumber daya manusia yang kurang cakap. Ketiga, merampingkan organisasi agar
berjalan lebih efektif dan efesien. Saat ini dalam tubuh PKPU bergabung relawan
yang terlatih. Mereka ini merupakan tenaga lapangan yang cukup handal.
Guna melancarkan kegiatan di daerah, khususnya di wilayah konflik sosial,
PKPU mendirikan cabang  organisasi. Cabang PKPU terdapat di wilayah konflik
seperti Maluku dan poso. Di kedua wilayah ini cabang PKPU didirikan ketika
konflik sedang memuncak. Selain itu, PKPU juga mendirikan cabang di berbagai
propinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Bengkulu,
Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
4. Aktivitas dan Program
Berdasarkan misi yang diusun, PKPU telah membuat beberapa aktivitas
meliputi penghimpunan dana, penyelamatan dan rehabilitasi kemanusiaan, dan
pembangunan komunitas. Keempat aktivitas di atas meliputi aspek-aspek berikut
ini:
a. Penghipunan dana masyarakat terutama dari masyarakat muslim dalam
berbagai bentuk filantropi Islam seperti zakat, infak, dekah, wakaf, dan
hewan kurban serta dana-dana khusus bencana kemanusiaan dan bantuan
masyarakat dalam bentuk non tunai;
b. Misi penyelematan kemanusiaan diutamakan kepada daerah konflik
(Maluku, Maluku Utara, Poso, Aceh dan daerah lainnya), bencana alam
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(Sumatera Barat, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Papua, Aceh), dan daerah
kritis dan minus (Gunung Kidul, Lereng Merapi);
c. Rehabilitasi kemanusiaan mencakup rehabilitas fasilitas kesehatan,
pendidikan, rumah tinggal, ibadah dan ekonomi
d. Pembangunan masyarakat yang meliputi pemberdayaan ekonomi umat,
pendidikan alternatif, pembangunan pelayanan kesehatan mandiri dan
dstribusi hewan qurban
PKPU selama ni telah member nama program terutama untuk bidang-bidang
yang masuk dalam program unggulan meliputi, pendidikan dakwah dan sosial,
kesehatan dan ekonomi. Berikut uraian masing-masing program.
a. Peduli Pendidikan
Dalam bidang ini terdapat tiga program unggulan. Pertama,
SWADAYA yang merupakan singkatan dari beasiswa Dhu’afa dan Yatim.
Ini adalah program program beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa tidak
mampu (dhuafa) dan yatim. Beasiswa diberikan mulai dari sekolah dasar
sampai perguruan tinggi. Kedua, SWADESI atau beasiswa pendidikan
berprestasi. Program beasiswa ini disediakan bagi siswa tidak mampu yang
berprestasi mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, Diklat
atau Pendidikan Alternatif. Ini adalah program pendidikan alternatif dengan
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biaya gratis dan berkualitas yang diperuntukkan bagi anak-anak pengungsi,
korban bencana, yatim dan dhuafa.
b. Peduli Dakwah dan Sosial
Dalam bidang ini juga terdapat tiga program unggulan. Pertama,
program KKD atau Kuliah Kerja Dakwah. Program ini ditujukan kepada
calon da’I yang akan diterjunkan di daerah pasca bencana. Kedua, DUTA
akronim dar Dakwah Nusantara. Program ini mendukung keinginan para
da’i untuk ke daerah terpencil di seluruh pelosok nusantara. Ketiga,
MUSLIMS’ VISION (visi para muslimah), yaitu program perjanjian regular
lepas kerja bagi para eksekutif dan kaum professional.
c. Peduli Kesehatan
Bidang kesehatan ini mengandalkan dua program utama, yakni: Klik
Peduli atau Klinik Peduli, yaitu program penyediaan klinik-klinik kesehatan
di daerah-daerah miskin dan kurang terjangkau, dan; Program Smiling
(Program Kesehatan Masyarakat Keliling). Program ini memberikan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau.
d. Peduli Ekonomi
Program unggulan untuk bidang ini adalah Program Sinergi
Pemberdayaan Ekonomi (ProSPEK), yaitu program pemberdayaan ekonomi
usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat. kelompok-kelompok
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yang mendapat perhatian dalam program ini antara lain kelompok petani
gurem, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan.
5. Metode Penggalangan Dana ZIS dan Wakaf
Masyarkat urgensi aspek penggalangan dana, PKPU mempraktikkan
penggalangan dengan cara “menjemput bola”. Dalam perkembangan PKPU tidak
saja menerapkan strategi tersebut. Lebih dari itu lembaga  ini menerapkan konsep
dan teori marketing dalam hal penggalangan dana. Menurut Dedi Sularso,
penggalangan pada dasarnya adalah sama dengan menjual produk syariah. Produk
yang dijual dalam bentuk program seperti program peduli pendidikan, peduli
dakwah, peduli kesehatan, dan peduli ekonomi. Untuk menarik perhatian program-
program PKPU diberi nama cukup baik, seperti telah disebutkan SWADAYA
(Beasiswa Dhuafa dan Yatim); Klik Peduli (Klinik Peduli), Prosmiling (Program
Kesehatan Masyarakat Keliling), ProsPEK (Program Sinergi Pemberdayaan
Ekonomi), dan sebagainya. Sedangkan produk syariah yang dijual oleh PKPU
berbentuk bagaimana seorang Muslim mau membayarkan ZIS dan menyerahkan
wakafnya. Produk syariah tersebut dikemas misalnya dengan nama “Infak Dunia
Islam untuk Yatim”, ”Dana Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)”,
dan sebagainya.
Secara umum sistem penggalangan dana yang dipakai adalah pertama, direct
selling, counseling, dan yang sedang dikembangkan e-selling dan e-banking. Dengan
e-banking dan e-selling, pemasaran dilakukan melalui fasilitas internet. Kedua,
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melalui surat-menyurat biasa yang dibagikan kepada anggota, simpatisan dan
masyarakat luas. Ketiga, melalui promosi dan presentasi yang dilakukan kepada
beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah.
Kelompok sasaran yang dibidik PKPU untuk menjadi target muzaki saat ini
adalah perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN dan perusahaan swasta.
Target ini dibidik oleh PKPU karena secara resmi BUMN memiliki kewajiban untuk
menyumbang dana bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta,
lebih sebagai kewajiban moral. Cara-cara yang ditempuh oleh PKPU untuk
memasarkan produk syariahnya ke perusahaan-perusahaan adalah langsung
mendatangi manajemen perusahaan, melalui badan dakwah Islam perusahaan,
majelis taklim perusahaan atau individu kunci di perusahaan-perusahaan tertentu.
Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan berbagai program dan
produknya kepada masyarakat luas baik melalui website, media cetak/elektronik,
spanduk, pamplet, dan sebagainya.
Dalam upaya penggalangan dana tersebut, PKPU juga tidak terbatas pada
penggalangan dana di tingkat lokal dan nasional tapi sudah membuktikan diri
mampu menggalang dan dan bantuan dari luar negeri untuk masyarakat Indonesia.
PKPU pernah menerima bantuan daging dari Australia, bantuan alat-alat kesehatan
dari Malaysia, dan baru-baru ini dari Komunitas Muslim Amerika-Canada yang
tergabung dalam ICNA Relief untuk bantuan kemanusiaan di Aceh.
6. Aspek Pendistribusian Dana
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Dalam mendistribusikan dana, PKPU mengelompokkan delapan asnaf yang
disebut dalam alquran menjadi dua kategori. Empat asnaf pertama merupakan asnaf
yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf berikutnya. Dari
keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan
inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin
seringkali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non-Muslim.
Dalam pendistribusian dana, ada empat payung program yang meliputi empat
bidang yaitu : Kesehatan, pendidikan, ekonomi dan dakwah. Dilihat dari sifatnya,
program tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: rescue (gawat
darurat); rehabillitas; pembangunan komunitas. Selama ini PKPU mendistribusikan
dana ZIS yang berhasil digalang ke empat bidang di atas. Dari pengalaman, PKPU
memiliki keunggulan untuk mendistribusikan dana dalam program yang sifatnya
perlu penanganan cepat, seperti peristiwa gempa, banjir dan sebagainya. Selain itu,
dalam penanganan bencana alam PKPU melaksanakan program lebih lanjut dalam
bentuk rehabilitasi dan pembangunan komunitas.
Dalam mendistribusikan bantuan ke wilayah lain, PKPU turun langsung ke
lapangan, atau bekerjasama dengan pihak lain. Lembaga yang pernah bekerjasama
dengan PKPU dalam menyalurkan bantuan antara lain Dompet Dhu’afa, Darut
Tauhid, LAZIS Al-Azhar, Jaringan Kedokteran, MER-C, dan PKS.
Dalam menyalurkan dana, lembaga ini taat kepada peruntukan yang diniatkan
oleh mereka yang member. Dana semacam ini diistilahkan sebagai dana terikat. Jika
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pemberi (muzaki) menyatakan bahwa dana ia beri untuk diserahkan kepada korban
konflik sosial di Ambon misalnya, PKPU akan menyampaikan sesuai dengan yang
diamanatkan. Demikian halnya dengan harta wakaf. Apabila wakif menyerahkan
harta wakaf untuk keperluan mobil ambulans, PKPU akan menyalurkan sesuai
dengan permintaan. Seandainya muzaki atau wakif menyerahkan ZIS atau harta
wakafnya kepada PKPU tanpa tujuan tertentu lembaga ini pada umunya
mendistribusikannya untuk pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan
ekonomi.
7. Profesionalisme dan Manajemen
Berkaitan dengan apek profesionalisme dan manajemen, PKPU saat ini
memberlakukan manajemen modern yang terbuka dengan pembagian tugas dan
wewenang yang baku. Untu mendukung kinerja professional tersebut, PKPU telah
mengadopsi sistem manajeman mutu ISO 9001/2000. Dengan sistem manajemen
mutu tersebut semua proses organisasi diharapkan memiliki standar mutu. Sistem
manajemen semacam ini diistilahkan dengan sistem manajemen terpadu (total
quality management). Atas dasar ini PKPU telah menetapkan standar melayani
donator, menangani keluhan, menerima pegawai, membuat iklan, mengelola
keuangan dan sebagainya. Standar semacam ini juga berlaku di semua cabang PKPU.
Dalam mengelola organisasi, PKPU menerapakan pola perencanaan kerja
partisipasif. Dengan pola semacam ini program kerja yang direncanakan melibatkan
para pengurus dan staf dari kantor pusat dan kantor cabang di daerah. Keterlibatan
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pengurus daerah dalam merumuskan program dimaksudkan agar pengurus pusat
mendapat masukan sehingga kebijakan yang ditetapkan merupakan kombinasi
prinsip buttom up dan top down. Sebelum dibuat rencana program pada awal tahun,
biasanya dilakukan evaluasi akhir tahun terlebih dahulu agar hasil evaluasi bisa
menjadi bagi perencaan tahun berikutnya.
Untuk memelihara citra organisasi yang amanah dan professional, PKPU
melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas ini PKPU membuka akses kepada muzaki ataupun
wakif untuk mengetahui mengapa, bagaimana dan apa alasan satu kebijakan dibuat.
Agar organisasi berjalan sesuai dengan arah yang ditetapkan, PKPU
menjalankan fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam jenjang yang bertingkat.
Untuk tingkat divisi, dilaksanakan dalam rapat mingguan dengan menggabungkan
pengawasan dan evaluasi program. Untuk tingkat  nasional, selain dilakukan laporan
bulanan, juga dilaksanakan evaluasi pertengahan tahun mendapat masukan-masukan
dalam pelaksanaan program 6 bulan berikutnya.
B. Metode Sosialisasi ZIS di LKN  PKPU
Dalam LKN  PKPU dikenal dengan metode makerting atau sistem pemasaran,
digunakan 4 sistem metode pemasaran, yaitu adalah :
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a. Direct Selling adalah Metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu kepada
konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh jaringan
pemasaran yang dikembangkan oleh Mitra Usaha .
1. Mengandalkan kekuatan individu
2. Lebih mudah untuk berkomunikasi:
a.  Menyampaikan informasi
b.  Mendapatkan data
3. Menguasai produk lembaga
4. Peer to peer (berhadapan langsung)
5. Positioning market
b. E-Selling adalah salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan PKPU di dalam
mensosialisasikan program zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat
melalui media elektronik, sebagai berikut yaitu:
1. Phone & SMS Session
a. Data prospekan
b. Kekuatan mempengaruhi




b. Content yang jelas, cerdas, menarik
c. Profesional
3. Social networking
a. Up to date
b. Cara iklan paling murah dan mudah
c. Simple
c. Network Selling adalah pendekatan terhadap masyarakat dalam memberikan
pemahaman tentang ZIS sebagai berikut:
1. Menggunakan jaringan (kantor, organisasi, dll)
2. Akan lebih efektif jika punya kekuasaan
3. Network selling tidak bersifat instan
4. Loyalitas terhadap produk
5. Kepercayaan yang luar biasa
6. Menjadi center point komunitas
d. Mail Selling adalah salah satu metode pendekatan masyarakat dalam
memberikan pemahaman ZIS kepada masyarakat melalui surat yang
dikirimkan langsung, dengan criteria surat berisi tentang yaitu:
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1. Data prospekan
2. Content surat yang jelas dan menarik
3. Mengirimkan profil lembaga dan produk lembaga
4. Follow up pengiriman surat
5. Harus tepat sasaran






2009 2010 2011 2012
1 ZAKAT 35,770,000 230,016,485 189,155,250 199,145,850
2
INFAK &
SEDEKAH 11,449,850 128,656,650 240,735,425 387,655,600
JUMLAH 47,219,850 358,673,135 429,890,675 586,801,450
Sumber: Kantor LKN PKPU Cabang Makassar.pada tahun 2009- 2012
Berdasarkan tabel diatas sumber dana yang diterima oleh lembaga tersebut














dana yang di peroleh Rp.47,219,850 , meningkat pada tahun 2010 dimana dana zis
yang diperoleh sebanyak Rp.358,673,135 , pada tahun 2011 dana zis 429,890,675
mengalami peningkatan lagi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 586,801,450. Ini
membuktikan bahwa metode yang diterapkan ternyata sangat efektif, walaupun
implikasi tehadap pengumpulan dana zakat tidak berpengaruh begitu besar pada
tingkat pembayaran zakat karena pembayaran dana zakat mengalami naik-turun.
Pada tahun 2010 dana zakat yang diperoleh sebanyak Rp.230,016,485 akan tetapi
pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi Rp.189,155,250. Menurut Bapak
Yusuf selaku ketua LKN PKPU cabang Makassar bahwa kenaikan pembayaran zakat
dikarenakan terjadi kontrak jasa setahun yang dilakukan oleh suatu lembaga.
Adapun yang menjadi faktor pembayaran zakat adalah : pertama, pada harta-
harta yang diisyaratkan cukup nisab. Jika kurang nishab pada harta-harta yang
diisyaratkan cukup nishab, maka tidak dikenakan zakat.
Kedua, jika harta tersebut telah cukup setahun dimiliki. Tetapi hal ini hanya
pada harta-harta yang diisyaratkan haul. Tegasnya, harta-harta yang cukup nishab
tersebut hendaknya cukup pula setahun dimiliki. Perhitungan cukup nishab tersebut,
dihitung dari awal tahun hingga akhir tahun.
Maka dengan demikian, upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya
meningkatkan pembayaran zakat pada lembaga tersebut karena masih kurangnya





1. Dalam LKN  PKPU dikenal dengan metode makerting atau sistem pemasaran,
digunakan 4 sistem metode pemasaran, yaitu adalah:
a. Direct Selling adalah Metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu kepada
konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh jaringan
pemasaran yang dikembangkan oleh Mitra Usaha .
b. E-Selling adalah salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan PKPU di dalam
mensosialisasikan program zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat
melalui media elektronik.
c. Network Selling adalah pendekatan terhadap masyarakat dalam memberikan
pemahaman tentang ZIS melalui sebagai,Menggunakan jaringan (kantor,
organisasi, dll), akan lebih efektif jika punya kekuasaan ,network selling
tidak bersifat instant, loyalitas terhadap produk Kepercayaan yang luar biasa
Menjadi center point komunitas.
d. Mail Selling adalah salah satu metode pendekatan masyarakat dalam
memberikan pemahaman zakat kepada masyarakat melalui surat yang
dikirimkan langsung.
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2. Sosialisasi zis dan implikasinya terhadap peningkatan pembayaran zis pada
Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU cabang Makassar ternyata sangat
berpengaruh besar terhadap tingkat pembayaran secara umum terhadap dana
zis di LKN PKPU walaupun pada dana zakat mengalami naik-turun dari
tahun ke tahun. Seperti yang terjadi pada tahun 2010 kenaikan zakat sangat
signifikan karena kondisi saat itu hanya terjadi kontrak setahun yang.
B. Saran
Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, dan untuk segera mengakhiri uraian,
penulis merasa perlu menyantumkan saran-saran sebagai berikut :
1. Hendaknya Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU juga menaruh perhatian
dengan serius terhadap pengumpulan dana zakat dan dalam rangka
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, maka dipandang
perlu kiranya kerja sama antara Amil Zakat dengan lembaga lain yang dapat
membantu mengumpulkan zakat antara lain Telkomsel, PLN, Kantor Pajak dan
lain sebagainya.
2. Untuk kelancaran pengumpulan dana ZIS , juga diharapkan ketertiban
pemerintah kota Makassar melalui bantuan dan dukungan   dalam hal
pembuatan aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat tentang kewajiban
pembayaran zakat yang bagi umat muslim.
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